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PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dbs
ZA 7
P[5I S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 2104016301940001, tempat dan tanggal lahir Dabo
Singkep, 23 Januari 1994, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN
LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dengan domisili elektronik

Lalasari36780@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. 2104050804890001, tempat dan tanggal lahir Dabo
Singkep, 08 April 1989, agama Islam, pekerjaan

XXXXXXXX  XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di KABUPATEN LINGGA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep
dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 150/018/VI1/2012, tertanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx selama
lebih kurang 12 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan
Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih
kurang 12 tahun;
4, Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup
rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan
suami istri (ba’da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang
bernama :
4.1 Mega Putri Maharani binti Hadrian Harafah, (Perempuan) Lahir
di Dabo Singkep, 26 September 2012, umur 11 tahun 4 bulan dan
sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai
berikut :
5.1 Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan
lain dan perempuan tersebut berstatus masih gadis dan Tergugat
juga mengakuinya, serta antara Tergugat dan Penggugat sering
bertengkar karena masalah nafkah;
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6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak hari
kamis tanggal 4 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 4 hari;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal,
Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak
dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih
perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan
antara Penggugat dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Dabo Singkep / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hadrian Harafah bin
Harun) Terhadap Penggugat (Laila Sari binti Mazlan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai ketentuan yang berlaku
Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan atas
nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan kembali bersatu
membangun rumah tangganya dengan Tergugat, serta menyatakan akan
mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara
yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Singkep, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX
xxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang
berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat
1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah
permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan a quo
harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Penggugat sebgaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
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Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat Majelis Hakim dan ternyata atas
kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali membangun rumah
tangganya dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya
damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka
pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat
sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvordering), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
7/Pdt.G/2024/PA.Dbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 176.000,- (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Dabo Singkep pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Kami, Maswari,
S.H.l.,, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, A. Wafi, S.H.l. dan Ogna Alif
Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh
Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

A. Wafi, S.H.l. Maswari, S.H.l., M.H.l.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera,

Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 70.000,00
- Panggilan :Rp 36.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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